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ABSTRAK

Pemerintah Kola Palembang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan kependudukan. Namun,
implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penerapan SIAK serta mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
Evaluasi dilakukan berdasarkan enam aspek William N. Dunn, yaitu efektivitas,
efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun SIAK mempercepat layanan administrasi
kependudukan, kendala seperti gangguan teknis, keterbatasan infrastruktur, kurangnya
pelatihan petugas, serta distribusi layanan yang belum merata masih terjadi. Selain itu,
ketidaksesuaian sistem dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Palembang
menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Dari penelitian ini, disarankan
agar pemerintah meningkatkan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya
manusia, serta pemerataan akses layanan agar penerapan SIAK lebih optimal dan
inklusif,

Kata Kunci: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, e-KTP, evaluasi
kebijakan, Disdukcapil, Palembang, William N. Dunn
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ABSTRACT

The Palembang City Government has implemented the Population Administration
Information System (SIAK) for Electronic Identity Card (e-KTP) issuance to improve
administrative efficiency and accuracy. However, its implementation faces several challenges.
This study aims to analyze SIAK implementation and identify supporting and inhibiting factors,
Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth
interviews, observations, and documentation. Evaluation was based on William N.
Dunn's six aspects: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and
appropriateness. Findings indicate that while SIAK accelerates administrative
services, challenges such as technical disruptions, infrastructure limitations,
insufficient staff training, and unequal service distribution persist. Additionally,
system incompatibility with Palembang s social and cultural conditions hinders policy
execution. This study suggests that the government enhance technological
infrastructure, improve human resource capacity, and ensure equitable service access
Jor a more effective and inclusive SIAK implementation.

Keywords: Population Administration Information System, e-KTP. policy evaluation,
Disdukcapil, Palembang, William N. Dunn
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan adalah salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk
yang besar, Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan data kependudukan
yang akurat dan efisien. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya
perbedaan tingkat kesadaran masyarakat, infrastruktur yang belum merata, dan
dinamika penduduk yang tinggi mulai dari kelahiran, kematian, hingga migrasi,
semakin memperumit upaya untuk menjaga akurasi dan efisiensi data
kependudukan.

Pendataan data kependudukan pada awalnya menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Informasi
Manajemen Kependudukan) yang diterapkan pada tahun 1996. Namun pada
pelaksanaannya dilapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah
sistem yang mengelola data kependudukan. Upaya modernisasi dalam pengelolaan
data kependudukan terus dilakukan, salah satunya melalui penerapan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mulai diberlakukan pada
tahun 2004. SIAK merupakan sebuah sistem informasi berbasis teknologi yang
dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kependudukan dan memudahkan
pelayanan administrasi kependudukan. SIAK tidak hanya mengintegrasikan data
kependudukan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti
verifikasi data secara online, pembuatan dokumen kependudukan secara digital,

dan integrasi dengan sistem informasi lainnya. SIAK menggabungkan berbagai



elemen penting, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa vital, dan
pengelolaan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran. Sistem ini
dilengkapi dengan fitur keamanan yang cukup ketat untuk melindungi data pribadi
warga, serta kemampuan analisis yang memungkinkan pengambilan keputusan
berbasis data. Dengan integrasi yang baik antara instansi terkait, SIAK juga
memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih lancar, sehingga mengurangi
tumpang tindih data dan meningkatkan akurasi informasi yang dimiliki

pemerintah.

Gambar 1. Tampilan Sistem Informas Administrasi Kependudukan
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Melalui inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan administrasi kependudukan. Dengan adanya data kependudukan yang
akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat membuat kebijakan publik yang lebih
tepat sasaran. Misalnya, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk
perencanaan pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial yang lebih
adil, serta mitigasi bencana alam yang lebih responsif. Informasi yang tepat dapat
membantu pemerintah mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian

lebih, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Namun,



penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan data tersebut tetap memperhatikan
aspek privasi dan keamanan informasi pribadi warga. Hal ini untuk mencegah
adanya data yang digunakan secara tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan.

Penerapan SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) diatur dalam

Keputusan Presiden (Keppres) No. 88/2004 tentang pengelolaan administrasi
kependudukan, Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18/2005

serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2007 tentang administrasi
kependudukan. Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui SIAK
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam
pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan
penduduk disuatu daerah. Selanjutnya data-data tersebut akan disimpan kedalam
satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet. Sehingga
data-data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan secara nasional yang
selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Salah satu data kependudukan yang berkaitan erat dengan SIAK adalah Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal
tersebut. Pada penelitian ini penulis memilih Disdukcapil Kota Palembang sebagai
lokasi penelitian. Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan identitas resmi
penduduk serta bukti diri yang saat ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk

setiap individu, diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data



kependudukan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). E-KTP juga salah
satu instrumen utama di berbagai fungsi penting, mulai dari sebagai identitas
hukum, keperluan administratif, hingga sebagai alat untuk mendukung layanan

publik yang lebih baik.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Perekaman KTP Elektronik
Kota Palembang Tahun 2024

Jumlah
No | Kecamatan | Penduduk Yang Jumlah
Sudah Merekam | Wajib KTP
1 Ilir Barat 48.739 50.521
Dua
2 Seberang 64.440 66.812
Ulu Satu
3 Seberang 72.958 75.381
Ulu Dua
4 Ilir Barat 105.355 109.140
Satu
5 | Hir Timur 50.580 51.779
Satu
6 Iir Timur 61.722 63.351
Dua
7 Sukarami 134.081 140.326
8 Sako 79.210 82.074
9 | Kemuning 59.218 60.957
10 | Kalidoni 89.403 92.636
11 | Bukit Kecil 28.274 29.131
12 Gandus 52.461 54.911
13 | Kertapati 66.030 68.827
14 Plaju 68.643 70.966
15 Alang- 76.465 79.785
Alang
Lebar
16 | Sematang 41.041 43.820
Borang
17 | Jakabaring 64.645 67.328




18 lir Timur 54.265 55.831
Tiga
Jumlah 1.217.530 1.263.576

Sumber : Diolah Penulis dari Laporan Rencana Strategis Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tahun 2024

Data rekapitulasi diatas merupakan update rekaman E-KTP terbaru pada
Laporan Rencana Strategis Disdukcapil Kota Palembang 2024. Berdasarkan data
tersebut presentase capaian wajib ktp di Kota Palembang tahun 2024 sekitar
96,35%, dengan 46.046 orang yang belum merekam. Angka ini menunjukkan
pencapaian yang cukup baik, terutama karena pada tahun tersebut sudah diterapkan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun, meskipun capaian
ini sudah sangat baik, penting untuk tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga
mengevaluasi kualitas dan akurasi data yang terkumpul. Apakah semua data yang
dikelola sistem sudah akurat, apakah warga yang berhak telah terlayani dengan
baik, selain itu, perlu dipastikan bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti pada
penerbitan E-KTP individu, tetapi juga diikuti dengan peningkatan aksesibilitas
dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.
Dengan demikian, SIAK dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk

memajukan administrasi kependudukan secara menyeluruh.



Tabel 2. Jumlah KTP Elektronik Bermasalah di
Kota Palembang Tahun 2024

Jenis Permasalahan E-KTP | Jumlah Kasus Presentase
Data Ganda 2.151 13.56%
Perubahan Elemen Data 5.329 33.59%
Kesalahan Cetak (Nama/Alamat) 1.762 11.11%
KTP Rusak 3.227 20.34%
KTP Hilang 2.630 16.58%
KTP Belum Dicetak 764 4.82%
Total 15.863 100%

Sumber : Diolah penulis dari catatan laporan harian

Disdukcapil Kota Palembang Tahun 2024

Keterangan:

1.

Data Ganda: Kasus satu individu memiliki lebih dari satu NIK atau
terdaftar lebih dari sekali.

Perubahan Elemen Data: Perubahan nama, alamat, status perkawinan, atau
elemen lain dalam e-KTP.

Kesalahan Cetak: Terdapat kesalahan dalam pencetakan identitas pemilik
e-KTP.

KTP Rusak/Tidak Terbaca: e-KTP mengalami kerusakan fisik atau chip
tidak bisa terbaca.

KTP Hilang: Kasus di mana pemilik e-KTP melaporkan kehilangan

dokumen.

KTP Belum Dicetak: Perekaman sudah dilakukan tetapi e-KTP belum

diterbitkan.



Berdasarkan Tabel 2, jumlah kasus permasalahan e-KTP di Kota Palembang tahun
2024 mencapai 15.863 kasus. Permasalahan yang paling dominan adalah perubahan
elemen data, dengan 5.329 kasus (33,59%), diikuti oleh KTP rusak sebanyak 3.227
kasus (20,34%) dan data ganda sebanyak 2.151 kasus (13,56%). Kesalahan cetak nama
atau alamat juga menjadi kendala dengan 1.762 kasus (11,11%), sedangkan KTP
hilang tercatat sebanyak 2.630 kasus (16,58%). Selain itu, terdapat 764 kasus (4,82%)

di mana KTP belum dicetak.

Gambar 2. Proses Pendataan KTP Elektronik Bermasalah

Sumber : Dokumentasi penulis

Tingginya angka permasalahan e-KTP ini menunjukkan bahwa selain fokus pada
peningkatan jumlah perekaman, diperlukan juga perbaikan dalam sistem administrasi
kependudukan, baik dari segi validasi data, pencetakan, hingga distribusi dokumen.
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diharapkan
mampu mengurangi permasalahan ini dengan memastikan data yang terekam lebih
akurat, meminimalisir kesalahan pencetakan, serta mempercepat proses penerbitan e-

KTP bagi masyarakat.



Tabel 3. Permasalahan dalam Penerapan SIAK
No | Permasalahan Deskripsi Sumber
Indodaily. (2023). UPTD
Terjadi gangguan sistem Disdukcapil Zona
Gangguan SIAK secara nasional yang | Menjelaskan Ada Gangguan
1 Sistem SIAK menyebabkan hambatan Sistem SIAK Secara
Nasional dalam pelayanan Nasional. Diakses dari
administrasi https://indodaily.co/uptd-
kependudukan di berbagai disdukcapil-zona-
daerah. menjelaskan-ada-gangguan-
sistem-siak-secara-nasional
Disdukcapil Kuningan.
Perubahan dari SIAK (2023). Ratusan NIK KTP
NIK Tidak terdistribusi menjadi SIAK | Tidak Terbaca Karena SIAK
2 | Terbaca Akibat terpusat menyebabkan Terpusat. Diakses dari
SIAK Terpusat ratusan NIK tidak terbaca, | https://disdukcapil.kuningan
menghambat verifikasi kab.go.id/berita-
data kependudukan. ratusan_nik_ktp_tidak_terba
ca_karena_siak_terpusat
Ulasan.co. (2023). Dirjen
Kurangnya anggaran dan Dukcapil Beberkan 5
sarana pendukung, seperti Masalah Utama Layanan
Keterbatasan alat pemindai dan jaringan | Adminduk di Indonesia.
3 Anggaran dan internet, menghambat Diakses dari
Infrastruktur layanan administrasi https://ulasan.co/dirjen-
kependudukan. dukcapil-beberkan-5-
masalah-utama-layanan-
adminduk-di-indonesia
Rama, A. (2024). Evaluasi
Rendahnya Hanya 0,38% penduduk Implementasi ldentitas
Aktivasi wajib KTP di Kota Kependudukan Digital
4 Identitas Palembang yang telah (IKD) di Kota Palembang.
Kependudukan mengaktifkan IKD, jauh Universitas Sriwijaya.
Digital (IKD) | dari target nasional sebesar Diakses dari
25%. https://repository.unsri.ac.id/
142895
Banyak kasus data ganda, Pemerintah Kota
Permasalahan kesalahan cetak, dan Palembang. (2024).
5 Data lambatnya perubahan Laporan Evaluasi Kinerja
Kependudukan | elemen data dalam SIAK, Disdukcapil Kota

menghambat efektivitas
layanan.

Palembang. Diakses dari
https://esakip.palembang.go.
1d/1823/dokumen/121

Sumber : Intisari beberapa artikel dan penelitian




Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh La Tarifu (2020) yang berjudul
”Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Kartu
Tanda Penduduk pada Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kota Kendari”. Masih
terdapat tantangan dalam adopsi sistem baru (SIAK), hal ini termasuk kebutuhan
pelatihan pegawai dan pemahaman masyarakat tentang perubahan yang terjadi.
Contohnya, karena kurangnya pelatihan beberapa pegawai tidak sengaja menginput
informasi yang tidak akurat, berdampak pada penerbitan e-KTP dengan data yang
salah. Selain itu, minimnya infrastruktur teknologi informasi menyebabkan proses
transaksi dan akses data menjadi lambat. Gangguan server yang terjadi pada hari-hari
tertentu mengakibatkan proses pembuatan e-KTP terjeda. Kendala lainnya adalah
ketidaksesuaian antara perangkat lunak SIAK dengan perangkat keras yang digunakan,
sehingga seringkali terjadi error atau sistem crash. Selain menghambat pelayanan,
kendala-kendala SIAK ini juga menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Perlu
adanya anggaran tambahan untuk meningkatkan kapasitas server, memperbaiki
jaringan, dan melakukan pemeliharaan sistem secara berkala. Sedangkan jika mengacu
pada Renca Strategis Disdukcapil Kota Palembang (2024) yang dapat diakses
langsung pada website resminya. Menyebutkan bahwa, permasalahan dalam

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen
kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan
Akta-akta Catatan Sipil serta pengurusan surat-surat keterangan kependudukan
lainnya.

2. Belum efektifnya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(STAK) secara terpadu
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3. Masih terjadi adanya kepemilikan KTP ganda, pemalsuan dan penyalahgunaan
Dokumen Kependudukan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
masyarakat tersebut atau pelanggaran karena tidak melaporkan peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan

4. Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan
administrasi kependudukan yang meliputi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

5. Masih kurangnya kemampuan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan jajaran di kecamatan serta kelurahan dalam melakukan pelayanan,
terutama dalam menghadapi sistem informatika dan pemahaman dalam hal tata
cara dan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan maupun catatan sipil
yang menggunakan blanko-blanko isian formulir. Akurasi isian formulir sangat
diperlukan sebagai dokumen dasar dalam input data ke dalam program aplikasi
kependudukan.

Penelitian ini secara mendalam akan membahas perubahan yang terjadi dalam
proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang setelah penerapan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Melalui pendekatan kualitatif
untuk memahami secara mendalam pengalaman masyarakat dan petugas dalam
berinteraksi dengan sistem SIAK.

Evaluasi terhadap penerapan SIAK dalam pembuatan e-KTP di Disdukapil
Kota Palembang dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan
kebijakan di bidang administrasi kependudukan. Dengan menganalisis secara
mendalam narasi dan persepsi para pemangku kepentingan, penelitian ini akan

mengidentifikasi secara spesifik kendala-kendala yang masih dihadapi. Fokus
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utama penelitian ini adalah pada perubahan waktu tunggu, tingkat kesalahan data,
kompleksitas prosedur, dan beberapa persepsi masyarakat terhadap kemudahan
akses layanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang
lebih komprehensif mengenai keberhasilan penerapan SIAK dan implikasinya bagi
peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memperoleh
manfaat yang lebih besar.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
1.3 Tujuan

Didasari oleh rumusan masalah yang dituliskan di atas, tujuan dari penelitian
ini untuk menganalisis Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palembang.
1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan, hasil
penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan

pemahaman tentang Evaluasi Sistem Administrasi Kependudukan dalam

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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Sipil Kota Palembang, serta sebagai bahan pengembangan teoritis
ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi

publik.

. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap kendala
yang terjadi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
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